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ABSTRAK

Nama : JABAL NUR SIMANULLANG

Nim : 2210300002

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Judul . Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih

Anggota Legislatif Di Doloksanggul Ditinjau dari
Hukum Tata Negara

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem
demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam praktiknya, perilaku memilih masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
rasional seperti visi, misi, dan program kerja calon legislatif, tetapi juga oleh faktor sosial dan
kultural, termasuk faktor keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
preferensi keagamaan terhadap penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan anggota
legislatif di Doloksanggul serta meninjaunya dari perspektif hukum tata Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif melalui wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat serta studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
preferensi keagamaan masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam menentukan pilihan
karena adanya kesamaan agama yang menimbulkan rasa kedekatan dan kepercayaan. Namun
demikian, sebagian pemilih juga mempertimbangkan faktor lain seperti integritas, pengalaman,
dan program kerja calon. Dalam perspektif hukum tata negara, preferensi keagamaan merupakan
bagian dari kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilih yang dijamin oleh konstitusi
selama tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, serta tidak menimbulkan diskriminasi.

Kata kunci: Preferensi Keagamaan, Hak Pilih, Pemilihan Legislatif, Hukum Tata Negara
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf | Namaburuf |y e agin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be

< Ta T Te

& sa $ es(dengan titikdiatas)
z Jim J Je

z ha h ha(dengantitikdi bawah)
¢ Kha Kh Ka danha

3 Dal D De

3 Zal Z zet(dengan titikdi atas)
B Ra R Er

B Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es danye
U sad $ es(dengan titikdibawah)
U= dad d de(dengantitikdi bawah)
L ta t te(dengan titikdibawah)
L za z zet(dengan titikdi bawah)
& ,,ain Komaterbalikdiatas




¢ Gain G Ge
0 Fa F Ef
0 Qaf Q Ki
O Kaf K Ka
O Lam L El
- Mim M Em
- Nun N En
& Wau W We
S Ha H Ha
. Hamzah Apostrof
s Ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang
lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah

sebagai berikut:

Tanda NaTgE' rl]J ruf Huruf Latin Nama
_— fathah A A
— Kasrah I I
o dommah U U

Vi




b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang
lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf,

transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tandadan NamaHuruf .

Huruf Latin Huruf Latin Nama
S fathahdanya Ai Adani
. fathahdanwau Au adanu

c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang
lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah

sebagai berikut:

Tanda NaT:E' rl]J ruf Huruf Latin Nama
b= fathahdanalif A A
¢ — Kasrahdanya I I
5 dommahdanwau U U

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.
a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat
harakat fathah, kasrah dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

vii



Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid.
Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu: J. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan
yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah

viii



dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula
dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan
Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal,
nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata
sandang,maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid



Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu
tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH

LEMBARAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .ot [
KATA PENGANTAR ...ttt sttt i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN ..o, %
DAFTAR IS oo Xi
BAB | PENDAHULUAN ...ttt 1
A. Latar Belakang Masalah ...........c.ccccooviiiiiiniiieee 1
B. FOKUS MaSalah .........cccooiiiiiiiiiciee e 7
C. Batasan IStilah ..o 8
D. Rumusan Masalah ...........cccocovioiiiiiiicc e 10
E. Tujuan Penelitian ..........ccocoeiieiiiie e 10
F. Kegunaan Penelitian ... 10
G. Penelitian Terdahulu ..........cccoeveriiiiiiiiiieeee e 11
BAB Il LANDASAN TEORI ...cccviiiieeece e, 14
A. Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara......... 14
B. Prinsip Kebebasan Dalam Pemilu ............ccocovviiiiiininiiniee 14
C. Preferensi Keagamaan Dan Perilaku Pemilih.............cccccooviiiinennn. 20
D. Kelompok Minoritas Dan Hak Kinstitusional.............cc.ccocvvvviiinnne. 21
BAB 111 METODE PENELITIAN ...cviiietecee e 25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian............cccccooovevvniiinienene e 25
B. JENiS PENEIILIAN .....cveieiiciiceeee s 25
C. Subjek Penelitian ..o 25
D. Sumber Data Penelitian ...........ccevereiiieieiieieeee s 26
E. Teknik Pengumpulan Data............ccoceiiiirininiieesc s 26
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data ..............ccccceeveiiieiiece i 27
G. Teknik Pengelolaan Analisis Data ...........cc.ccoveviiiiiinencncsecceee 27
H. REAUKSI DALA ......ccoeiiiivieiieieieesie e 27
I PENYajian Data ........ccooeiiiiiiieieieie e 28
J. penarikan kesimpulan dan verifikasi Dari data Yang di tampilkan..... 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........ccoov i, 29
A. gambaran umum hasil penelitian ............cccccevviiiiiiicii e 29
1. Sejarah Kecamatan DoloKsanggul ............ccocevnneninencnineseeens 29
2. Kondisi Geografis Doloksanggul ... 30
3. Ganbaran Pelaksanaan Umum Di Doloksanggul ............c.ccccooviininnn, 32
4. Tabel Informan Masyarakat Umum ...........ccccevveiiienin e 33
B. Hasil Peneletian Mengenai Preferensi Keagamaan Dalam
penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul.............. 35

Xi



1.Pemahaman masyarakat tentang hak pilih dalam pemilihan

[EQISIALIT ... 35
2. Analisis Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih
ANggota Legislatif..........ccoiiiiiieiie e 44
3. Tinjauan Penggunaan Hukum Tata Negara Terhadap Preferensi
Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif ......... 49
BAB V PENUTUPAN ..o 62
AL KESIMPUIAN s 62
B SAIAN ... 63

DAFTAR PUSTAKA

xii



A

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut prinsip
demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2)
dan ayat (3) Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ( UUD NRI Tahun 1945). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang —-Undang  Dasar. Prinsip tersebut
mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah
penyelenggara Negara melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan
umum menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat,
termasuk dalam pemilihan anggota legislatif sebagai reprensi rakyat di
lembaga perwakilan.*

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, hak memilih dan dipilih
merupakan bagian dari hak konstitusional Warga Negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.” Hak tersebut
kemudian diimplementasikan melalui sistem pemilihan umum yang
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan, khususnya
Undang —~Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.®

Pemilihan umum legislatif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan
asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ( LUBER JURDIL).*
Namun dalam praktiknya, penggunaan hak pilih oleh masyarakat tidak
selalu didasarkan pada pertimbangan rasional semata seperti kapasitas,
integritas, dan visi misi calon legislatif. Faktor — faktor sosial, budaya,
ekonomi, bahkan keagamaan sering kali memengaruhi preferensi pemilih

dalam menentukan pilihannya.

him. 120

! Jimly asshiddigie, pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta Rajawali pers, 2016),

2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28D Ayat (3)
® Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
* Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E ayat (1)



Agama sebagai salah satu identitas sosial memiliki peran yang
signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks sosial-
politik, agama kerap menjadi faktor yang memengaruhi orientasi politik
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena
preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih sering muncul dalam
bentuk kecenderungan memilih calon legislatif yang memiliki kesamaan
agama dengan pemilih, atau karena adanya narasi keagamaan tertentu
yang berkembang ditengah masyarakat. Kabupaten Humbang
Hasundutan, khususnya wilayah Doloksanggul, memiliki karakteristik
sosial yang unik dengan komposisi masyarakat yang heterogen secara
agama. Doloksanggul sebagai ibu kota kabupaten menjadi pusat aktivitas
politik dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, dinamika preferensi
keagamaan dalam pemilihan anggota legislatif menjadi menarik untuk
dikaji, terutama dalam perspektif hukum tata negara. Secara normatif,
konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun
1945.> Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.° Jaminan tersebut menunjukkan
bahwa agama merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh
negara.Namun demikian, dalam konteks penggunaan hak pilih, muncul
pertanyaan konstitusional: sejauh mana preferensi keagamaan dalam
memilih anggota legislatif dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi
konstitusional? Apakah preferensi tersebut merupakan bagian dari
kebebasan individu yang dilindungi konstitusi, atau justru berpotensi
mengganggu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam sistem
pemilu? Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur

struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara memiliki peran penting

® Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28E AYAT (1)
dan (2)
® Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 ayat (2)



dalam menjawab persoalan tersebut. Prinsip negara hukum (rechtstaat)
menuntut agar setiap praktik politik, termasuk dalam penggunaan hak
pilih, tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-

undangan.

elain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality
before the law) menghendaki bahwa setiap warga negara memiliki
kedudukan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras,
maupun golongan.®

Demokrasi  konstitusional Indonesia tidak hanya menempatkan
pemilihan umum sebagai prosedur formal pergantian kekuasaan, tetapi
juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam konteks
ini, kualitas partisipasi politik menjadi indikator penting dalam menilai
tingkat kedewasaan demokrasi. Partisipasi politik yang ideal adalah
partisipasi yang dilandasi kesadaran hukum, rasionalitas, serta
penghormatan terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Namun dalam realitas
sosial, perilaku memilih (voting behavior) sering kali dipengaruhi oleh
faktor identitas, termasuk agama.

Dalam teori perilaku pemilih, terdapat beberapa pendekatan yang
menjelaskan bagaimana seseorang menentukan pilihannya, yaitu
pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis
menekankan bahwa latar belakang sosial seperti agama, suku, dan
lingkungan memengaruhi  preferensi  politik seseorang.’ Dalam
masyarakat yang memiliki keterikatan komunal yang kuat, agama sering
menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Hal ini dapat
terjadi karena adanya solidaritas kelompok (group solidarity) yang
mendorong  pemilih  untuk  memilih calon yang dianggap
merepresentasikan identitas keagamaannya.

Dari sudut pandang hukum tata negara, penggunaan hak pilih

merupakan hak subjektif warga negara yang tidak dapat diintervensi

’ Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 45.

® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

’ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 369.



secara sewenang-wenang oleh negara. Negara hanya berwenang mengatur
mekanisme dan prosedur pemilu agar berjalan sesuai asas LUBER
JURDIL. Namun negara tidak dapat mengatur alasan personal warga
negara dalam memilih, selama alasan tersebut tidak melanggar hukum
atau tidak mengandung unsur diskriminatif yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.®

Persoalan menjadi kompleks ketika preferensi keagamaan tidak
hanya menjadi pertimbangan pribadi, tetapi berkembang menjadi
kampanye politik berbasis sentimen agama yang berpotensi memecah
belah masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum melarang kampanye yang mengandung unsur
penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).!
Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga agar
dinamika politik tetap berada dalam koridor persatuan nasional. Dalam
perspektif etika kepemimpinan Islam, larangan pengangkatan seseorang
karena faktor kedekatan atau pilih kasih juga ditegaskan dalam hadis Nabi

Muhammad 5.2

B 13 ér ol Gpaliadll i el 2o 15T (Balas 4i0ad AT 1Y O 1 AL B0
Y5 Yiey,

(HR. Al-Hakim an-Naisaburi dalam Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain, Kitab
al-Ahkam). Yang artinya: bahwa pengangkatan jabatan publik harus
didasarkan pada keadilan dan kelayakan, bukan karena faktor kedekatan,
sentimen, atau preferensi kelompok tertentu. Secara substantif, nilai ini
sejalan dengan prinsip persamaan dan non-diskriminasi dalam sistem

demokrasi konstitusional.

0 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), him. 152.
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1).



Dalam konteks Doloksanggul, sebagai wilayah dengan komposisi
masyarakat yang beragam secara agama, preferensi keagamaan dalam
pemilihan anggota legislatif menjadi fenomena sosial yang layak diteliti
secara empiris dan normatif. Interaksi sosial yang erat dalam masyarakat
lokal sering kali membentuk pola pilihan politik yang tidak terlepas dari
faktor kedekatan identitas, termasuk agama. Hal ini dapat terlihat dari
adanya kecenderungan dukungan terhadap calon legislatif yang memiliki
kesamaan agama atau dianggap memperjuangkan kepentingan kelompok

keagamaan tertentu.

Secara konstitusional, Indonesia tidak menganut sistem negara
agama (theocratic state), melainkan negara yang berdasarkan Pancasila.
Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung makna
bahwa negara mengakui dan menghormati nilai-nilai keagamaan, tetapi

tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara.*?

Preferensi keagamaan dalam pemilu dapat dipandang sebagai
manifestasi dari kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Akan
tetapi, apabila preferensi tersebut berkembang menjadi praktik
eksklusivisme atau kampanye berbasis sentimen keagamaan yang
memecah belah, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip
persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945.

12 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), him. 78.



Dalam praktik pemilu di berbagai daerah di Indonesia, isu
keagamaan sering kali menjadi strategi politik untuk menarik dukungan
pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi ranah
privat, tetapi juga memiliki dimensi publik dalam kehidupan demokrasi.
Di Doloksanggul, fenomena ini perlu dikaji secara akademis untuk
mengetahui bagaimana preferensi keagamaan memengaruhi penggunaan
hak pilih anggota legislatif serta bagaimana tinjauan hukum tata negara
terhadap fenomena tersebut. Dalam praktik pemilu di berbagai daerah di
Indonesia, isu keagamaan sering kali menjadi strategi politik untuk
menarik dukungan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak
hanya menjadi ranah privat, tetapi juga memiliki dimensi publik dalam
kehidupan demokrasi. Di Doloksanggul, fenomena ini perlu dikaji secara
akademis untuk mengetahui bagaimana preferensi keagamaan
memengaruhi penggunaan hak pilih anggota legislatif serta bagaimana
tinjauan hukum tata negara terhadap fenomena tersebut.

Kajian ini menjadi penting karena demokrasi yang sehat menuntut
partisipasi politik yang rasional, inklusif, dan tidak diskriminatif. Jika
preferensi keagamaan menjadi faktor dominan yang mengabaikan
kompetensi dan integritas calon legislatif, maka kualitas representasi
politik dapat terpengaruh. Sebaliknya, jika preferensi tersebut dipahami
sebagai bagian dari kebebasan individu yang dilindungi konstitusi, maka
negara tidak dapat membatasi pilihan warga selama tidak melanggar

hukum.



Dengan demikian, penelitian mengenai preferensi keagamaan
dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di Doloksanggul ditinjau
dari hukum tata negara menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami
hubungan antara agama, hak konstitusional, dan praktik demokrasi di
tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan dalam
mewujudkan sistem pemilu yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip konstitusi.

. FOKUS MASALAH

Fenomena preferensi keagamaan yang berpengaruh terhadap
penggunaan hak pilih dalam pemilihan legislatif di Doloksanggul ditinjau
dari hukum tata Negara dan ketentuan konstitusioanal. Dalam perspektif
Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan mekanisme
perwujudan kedaulatan rakyat, di mana seluruh warga negara
mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi
serta pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, UU
Pemilu, dan prinsip demokrasi Indonesia; hal ini mencerminkan jaminan
setara bagi setiap suara dalam proses politik. Namun dalam praktik di
Doloksanggul, terdapat indikasi bahwa kelompok agama tertentu,
terutama komunitas Kristen, memegang peran dominan dalam
mempengaruhi preferensi pemilih baik melalui dukungan langsung

jaringan sosial agama maupun legitimasi sosial keagamaan, sehingga



berpotensi menghadirkan tekanan identitas yang mempengaruhi pilihan
politik warga. Praktik seperti ini berpeluang menghambat pelaksanaan
hak pilih yang semestinya bebas dan setara sebagaimana dijamin oleh
Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 serta UU Pemilu tentang kesetaraan
hak politik, sehingga menimbulkan persoalan normatif dan sosial-politikal
terhadap penyelenggaraan demokrasi yang adil di tingkat lokal.™®
C. BATASAN ISTILAH
a. Preferensi Keagamaan dalam Penggunaan Hak Pilih
Dalam konteks perilaku politik, preferensi keagamaan
diartikan sebagai kecenderungan individu untuk menjadikan
agama atau identitas religius sebagai pertimbangan utama dalam
memilih calon legislatif atau partai politik, sehingga keputusan
memilih tidak hanya didasarkan pada aspek program, prestasi, atau
kapabilitas calon, tetapi juga dipengaruhi oleh afiliasi keagamaan
yang dianutnya sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan
saat pemilu. Fenomena ini dipandang dalam literatur voting
behavior sebagai salah satu determinan yang turut membentuk
pola dukungan terhadap kandidat atau partai tertentu dalam
kontestasi politik.
b. Anggota Legislatif
Anggota legislatif adalah individu yang terpilih melalui

pemilihan umum untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat,

3 H. Simanjuntak,” perilaku politik masyarakat Doloksanggul Dalam pemilihan, jurnal
Demokrasi No.1 2021, him. 12



baik di tingkat pusat (DPR RI) maupun daerah (DPRD). Dalam
konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah anggota DPRD yang
dipilih oleh masyarakat di wilayah penelitian sesuai sistem pemilu
yang berlaku di Indonesia.
Doloksanggul

Doloksanggul adalah ibu kota dari Kabupaten Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini,
Doloksanggul menjadi lokasi empiris untuk melihat bagaimana
preferensi keagamaan memengaruhi perilaku memilih masyarakat

setempat dalam pemilihan anggota legislatif.

Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang

mengatur struktur ketatanegaraan, hubungan antar lembaga
negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam sistem
ketatanegaraan. Dalam konteks penelitian ini, Hukum Tata Negara
digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah praktik
preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih selaras dengan
prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan
hukum, dan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam

konstitusi.
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D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk preferensi keagamaan masyarakat dalam
penggunaan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif di
Doloksanggul?

2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi munculnya preferensi
keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di
Doloksanggul

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami
bagaimana bentuk preferensi keagamaan masyarakat dalam menggunakan
hak pilih pada pemilihan anggota legislatif di Doloksanggul, menelusuri
faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya kecenderungan tersebut,
serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Tata Negara dengan
merujuk pada prinsip kedaulatan rakyatan persamaan di hadapan hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan
asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

F. Manfaat Penelitian

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan
penyelenggara pemilu untuk membuat kebijakan yang labih adil dan
netral, serta mencegah praktik nepotisme berbasis agama untuk
menigkatkan kesadaran para tokoh agama agar tidak memanfaatkan

pengaruhnya secara berlebihan dalam politik.dengan begitu masyarakat
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dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa tekanan atau arahan
tertentu.

. Kajian Terdahulu

Dampak Nepotisme adalah terhadap pemilihan berhubungan
dengan politik. Kajian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi
penelitian penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat.
Dengan menelaah penelitian sebelumnya, penulis dapat menemukan
posisi penelitian ini secara ilmiah, sekaligus menghindari pengulangan
topik. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini

a) Rachman Sidharta Arisandi (2025)-Praktik politik nepotisme

dalam pemilihan walikota.
Penelitian ini memusatkan perhatian pada berbagai bentuk
nepotisme politik dalam pemilihan walikota. Penelitian teori
grounded sebagai pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian,
yakni untuk menghasilkan model teoritis pada nepotisme politik
dan perlawanan masyarakat. Perilaku actor politik utama telah
membentuk jaringan politik nepotisme daerah.

Perbedaan dengan penelitain sebelumnya peneliti sebelumnya

adalah penelitian normatif yuridis (studi pustaka), sedangkan

penelitian saya bersifat analisis terhadap fenomena yang terjadi
dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer

(wawancara,observasi) yang di dukung data skunder.

b) Ahmad Jailani (2024) - Pengaruh ldentitas Agama Terhadap

Keberpihakan Pemilih Pada Kandidat Bupati Kabupaten
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probolinggo. penelitain ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
identitas agama terhadapkeberpihakan pemilih pada kandidat
bupati Kabupaten Probolinggo Tahun 2024. Politik identitas
berbasis agama masih menjadi strategi yang unum digunakan oleh
kandidat dalam kontestasi politik lokal khususnya di wilayah
dengan tingkat religius tinggi seperti kabupaten probolinggo.
Perbedaanya adalah peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang
dipilih melalui teknik proportionate yang dipilih melalui teknik
proportionate random sampling sedangkan penelitian saya bersifat
analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan data yang
digunakan adalah data primer ( wawancara, atau primer).**

c) Saragih (2021) Nepotisme agama memiliki pengaruh yang cukup
besar terhadap hak perilaku memilih masyarakat. Nepotisme
agama berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih
masyarakat karena praktik keakraban dan preferensi berbasis
identitas keagamaan sering kali menjadi faktor utama dalam
menentukan pilihan politik, meskipun kadang mengabaikan
pertimbangan rasional atas kompetensi kandidat. Perbedaanya
adalah peneliti sebelumya tidak mencantumkan dampak nepotisme
agama pada pemilihan apapun hanya mencantumkan nepotisme

agama sangat berpengaruh yang cukup besar terhadap hak pilih

Y Ali, s (2019) Politik identitas Agama (stad1 kasus politisasi agama pada pemilihan
Bupati 2011) Jurnal ilmiah Wahana pendidikan, 6 (1), 22-34 him
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masyarakat, penelitian saya fokus pada pemilihan umum untuk

mengevaluasi Dampak nepotisme agama terhadap hak pilih dalam

pemilihan umum di Doloksanggul.™

> Saragih Jefri.”” Pengaruh identitas agama terhadap perilaku memilih di sumatera

utara jurnal demokrasi dan politik lokal, vol 4, No. 1 2021



BAB I1
LANDASAN TEORI
Pemilihan merupakan sarana pokok dalam sistem pemerintahan yang
demokratis, yang memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk ikut serta
secara arah kebijakan pemerintah namun, pelaksanaan hak pilih dilapangan kerap
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan khususnya
faktor keagamaan. Salah satu manifestasi pengaruh tersebut adalah munculnya
nepotisme agama.
A. Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara
Hak untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum diakui
sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi bagi seluruh warga Negara.
Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam
kerangka demokrasi, karena melalui suara mereka masyarakat memiliki
kesempatan untuk memilih wakil — wakilany dilembaga legislatif.
Dengan demikian penggunaan hak pilih merupakan wujud partisipasi
politik yang mendapat perlindungan hukum konstitusional .*®
B. Prinsip Kebebasan Dalam Pemilu
Dalam kajian tentang demokrasi penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat bebas ( free elections) dianggap sebagai elemen dasar untuk
memperoleh legitimasi pemerintahan yang sah. Pemilu disebut bebas
ketika semua warga Negara dapat memilih perwakilan mereka tanpa

adanya paksaan,ancaman, intimidasi, atau bentuk tekanan lain dari pihak

'® Suryati,N,. Dan, Syahputri, M.D. ( 2024) Pemenuhan Hak Asasi Politik Pra Pemilih
Pemula Pemilihan Umum Tahun 2024 . jurnal llmiah Global Education ,5 (1), him 92-104
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manapun, sehingga hasil suara mencerminkan kehendak politik yang
benar- benar sukareladari pemilih. Selain itu, pemilu yang bebas
mencakup perlindungan  terhadap hak politik warga, kebebasan
berpartisipasi  dalam  proses pemilihan,dan  kebebasan  untuk
menyampaikan aspirasi politik tanpa hambatan. Konsep ini juga terjamin
dalan standar internasional tentang demokrasi, misalnya dalam universal
Declaration Of Human Rights, yang menegaskan bahwa kehendak
rakyat merupakan dasar kekuasaan pemerintahan dan diwujudkan
melalui pemilu yang bebas dan setara bagi semua warga Negara.'’

Menurut Miriam Budiardjo, pemilihan umum merupakan sarana
yang digunakan oleh rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam
lembaga pemerintahan sekaligus sebagai mekanisme untuk mewujudkan
prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu,
masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam
proses politik serta menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan di
masa mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus berlangsung
secara bebas, jujur, dan adil agar hasilnya benar-benar mencerminkan
kehendak rakyat yang sesungguhnya.*®

Dalam perspektif hukum tata negara, pemilihan umum merupakan
instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana

diatur dalam konstitusi. Jimly Asshiddigie menyatakan bahwa pemilu

' Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E
¥ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008,
him. 461.
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merupakan mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menyalurkan
kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara
demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu yang bebas dan
demokratis menjadi syarat utama bagi terbentuknya pemerintahan yang
memiliki legitimasi politik yang kuat.*®

Selain itu, pemilu yang bebas juga berkaitan erat dengan prinsip
persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam kehidupan politik.
Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama
untuk memilih maupun dipilih tanpa \adanya perlakuan diskriminatif yang
didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, maupun status sosial.
Prinsip ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang menempatkan
kebebasan politik sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijamin dan
dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak
pilihnya secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak
manapun.

Namun dalam kenyataannya, perilaku memilih masyarakat tidak
selalu sepenuhnya bebas dari berbagai pengaruh. Pilihan politik seseorang
seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun psikologis yang
berkembang dalam masyarakat. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa
perilaku memilih (voting behavior) dapat dipengaruhi oleh identitas sosial

seperti agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu. Faktor-faktor tersebut

¥ Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
him. 412.
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dapat membentuk kecenderungan atau preferensi politik masyarakat
dalam menentukan pilihan terhadap calon maupun partai politik®.

Dalam masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi,
agama sering menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam
memengaruhi keputusan politik seseorang.

Namun dalam kenyataannya, perilaku memilih masyarakat tidak
selalu sepenuhnya bebas dari berbagai pengaruh. Pilihan politik seseorang
seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun psikologis yang
berkembang dalam masyarakat. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa
perilaku memilih (voting behavior) dapat dipengaruhi oleh identitas sosial
seperti agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu. Faktor-faktor tersebut
dapat membentuk kecenderungan atau preferensi politik masyarakat
dalam menentukan pilihan terhadap calon maupun partai politik. Dalam
masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, agama sering
menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam memengaruhi
keputusan politik seseorang.

Preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih dapat terlihat
dari kecenderungan pemilih untuk mendukung calon atau partai politik
yang memiliki kesamaan agama atau dianggap merepresentasikan nilai-
nilai keagamaan tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas
keagamaan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam

menentukan pilihan politik masyarakat. Dalam masyarakat yang religius,

%% Ramlan Surbakti, Memahami llmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010, him. 186.
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agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga
menjadi sumber nilai yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam menentukan sikap politik.

Di samping itu, peran tokoh agama dalam masyarakat juga dapat
memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih. Tokoh agama sering
dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas moral serta kepercayaan
dari masyarakat, sehingga pandangan atau arahan yang mereka sampaikan
dapat memengaruhi sikap politik sebagian masyarakat. Dalam kondisi
tertentu, tokoh agama bahkan dapat memberikan dukungan atau
rekomendasi terhadap calon tertentu yang dinilai sejalan dengan nilai-nilai
keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa
agama tidak hanya memiliki peran dalam kehidupan spiritual, tetapi juga
dapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum tata negara dan
prinsip demokrasi, penggunaan pengaruh agama dalam politik tetap harus
menghormati kebebasan individu dalam menentukan pilihan politiknya.
Setiap pemilih harus memiliki kebebasan penuh untuk menentukan
pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak
manapun, termasuk dari tokoh yang memiliki pengaruh sosial atau
keagamaan. Kebebasan memilih merupakan bagian dari hak politik warga
negara yang dijamin oleh konstitusi dan harus dilindungi dalam setiap

penyelenggaraan pemilihan umum.



19

Dalam konteks Indonesia, prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan
adil juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Prinsip tersebut bertujuan
untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan secara
demokratis serta memberikan kesempatan yang setara kepada setiap
warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan
adanya jaminan tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan hak
pilihnya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tanpa adanya
pengaruh atau tekanan yang berlebihan dari pihak tertentu.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang bebas tidak hanya
memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan
kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara
rasional dan independen. Pendidikan politik kepada masyarakat menjadi
salah satu faktor penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai
pentingnya partisipasi politik yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan
meningkatnya kesadaran politik masyarakat, proses pemilu diharapkan
dapat berlangsung secara lebih demokratis serta mampu mencerminkan
kehendak rakyat yang sebenarnya.

Dengan demikian, pemilu yang bebas merupakan salah satu
indikator utama dalam sistem demokrasi. Ketika setiap warga negara
dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak
manapun, maka hasil pemilu akan lebih mencerminkan kehendak rakyat

yang sesungguhnya. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya
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pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat serta mampu menjalankan
kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
. Preferensi Keagamaan Dan Perilaku Pemilih

Berbagai peelitian empiris menunjukkan bahwa agama sering kali
berfungsi lebih dari sekadar identitas budaya; agama juga memiliki
dampak nyata terhadap kecenderungan seseorang dalam menentukan
pilihan pada pemilihan umum. Pengikatan individu terhadap nilai-nilai
dan ajaran agamanya yang disebut dengan tingkat religiousity atau
religiusitas cenderung berkaitan dengan kecenderungan memilih kandidat
tertentu atau memilih berdasarkan karakteristik yang sejalan dengan
keyakinan agama mereka, meskipun faktor ini bukan sesuatu yang secara
langsung diatur dalam hukum positif mengenai hak memilih. Misalnya,
dalam konteks pemilu legislatif dan gubernur, beberapa studi menemukan
bahwa baik gambar kandidat yang diasosiasikan dengan agama tertentu
maupun tingkat religiusitas pemilih dapat sangat memengaruhi keputusan
partisipan dalam memilih, dengan afiliasi agama menjadi indikator
perilaku voting di beberapa pemilihan. Pasal 22E Undang — Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) pasal ini merupakan Dasar konstitusional
tentang pemilihan umum di Indonesia. Dalam ketentuannya disebutkan
bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas
rahasia, jujur, dan adil yang menjadi prinsip kebebasan dalam pemilu.
Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki

kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan,
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paksaan, maupun diskriminasi berdasarkan latar belakang tertentu,
termasuk agama. Dengan demikian, penggunaan preferensi keagamaan
dalam menentukan pilihan politik pada dasarnya merupakan bagian dari
hak kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan yang dimiliki oleh
setiap pemilih selama tidak menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi dan
persamaan hak warga negara.?

preferensi keagamaan memiliki posisi yang unik dalam praktik
demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, agama dapat memengaruhi orientasi
politik dan pilihan elektoral masyarakat sebagai bagian dari kebebasan
individu. Di sisi lain, hukum tata negara menghendaki agar proses pemilu
tetap berjalan secara inklusif, adil, dan demokratis, sehingga
pertimbangan agama tidak menjadi faktor yang menimbulkan
eksklusivitas politik atau menghambat terwujudnya kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh
kebebasan pemilih dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaannya,
tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menempatkan aspek
agama secara proporsional dengan mempertimbangkan integritas,
kompetensi, rekam jejak, dan program kerja calon yang dipilih.

D. Kelompok Minoritas dan Hak Konstitusional

Hubungan antara agama, hak politik, dan prinsip non-diskriminasi

merupakan aspek penting dalam kajian hukum tata negara dan hak asasi

manusia. Dalam sistem negara demokrasi yang berlandaskan hukum,

2l Masdar Hilmy, Agama dan politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. AL
Jamiah: journal of Islamic Studies, vol. 56, No.2( 2018)
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setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk berpartisipasi
dalam kehidupan politik tanpa adanya perlakuan diskriminatif yang
didasarkan pada agama, suku, ras, ataupun latar belakang sosial lainnya.
Agama sebagai bagian dari identitas individu memang dapat
mempengaruhi sikap dan pilihan politik seseorang, nhamun dalam sistem
hukum yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, perbedaan
agama tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi ataupun
menghilangkan hak politik warga negara.?

Secara teoritis, hubungan antara agama, hak politik, dan prinsip
non-diskriminasi dapat dipahami melalui teori hak asasi manusia. Teori
ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang
melekat sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara. Hak politik, seperti
hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, termasuk dalam
kategori hak sipil dan politik yang harus dijamin secara setara bagi
seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama.
Prinsip ini ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights,
khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
memperoleh seluruh hak dan kebebasan tanpa diskriminasi, termasuk
diskriminasi berdasarkan agama. Selain itu, Pasal 21 juga menegaskan
bahwa setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan
negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih

secara hebas.

?> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 72.
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Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1
ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan  menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama
untuk berpartisipasi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan
negara. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga
negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional
bagi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan politik di
Indonesia. Selain itu, jaminan kebebasan beragama juga diatur dalam
Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya. Sementara itu, Pasal 28D ayat
(3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa negara menjamin hak politik seluruh warga negara
tanpa adanya perlakuan diskriminatif, termasuk diskriminasi yang
didasarkan pada perbedaan agama.

Prinsip non-diskriminasi juga diperkuat dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 ayat
(3) ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hak
asasi manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) menyatakan

bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam
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pemilihan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak politik
merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh

negara tanpa memandang perbedaan agama.”®

% Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3)
dan Pasal 43 ayat (1).



BAB Il
METODE PENELIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Doloksanggul, Sumatera
Utara tepatnya di Desa Matiti 1l. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada
adanya Fenomena Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak Pilih
Anggota Legislatif Didoloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata Negara
yang masih berlangsung di masyarakat setempat, sehingga relevan dengan
fokus penelitian.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena bertujuan
untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang
terjadi di masyarakat.?* Preferensi Keagamaan Dalam Penggunaan Hak
Pilih Anggota Legislatif Didoloksanggul Ditinjau Dari Hukum Tata
Negara.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah masyarakat Doloksanggul dari
berbagai latar etnis, tokoh agama pemimpin adat masyarakat , tokoh

agama dan pemilih  umum masyarakat di doloksanggul.

* Lexy j. moleong, metodologi ppenelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
2017, him. 132
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D. Sumber Data Penelitian
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan
melalui Wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemimpin adat
masyarakat, tokoh adat serta masyarakat pemilih di Doloksanggul.
Literatur akademik berupa buku, jurnal, skripsi atau tesis yang membahas
dampak nepotisme agama terhadap hak pilih dalam pemilihan umum di
doloksanggul.”®
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara Mendalam
Dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat
Doloksanggul yang ikut memilih.
2. Observasi
Penelitian melakukan pengamatan langsung di lapangan, misalnya
pada kegiatan sosial, keagamaan maupun politik di Doloksanggul
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mencatat, merekam, atau mengumpulkan bukti fisik
yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum,
dokumentasi berfungsi untuk mendukung hasil observasi dan

wawancara dengan data yang konkret seperti foto, catatan

lapangan, serta dokumen tertulis lainnya. Dokumentasi ini bersifat

% Harahap, J. (2022). Peran tokoh agama dalam pembentukan opini politik daerah
Minoritas . Doloksanggul: cv Mandiri, HIm 63.
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melengkapi dan memberikan gambaran visual maupun tertulis
mengenai kondisi nyata di lapangan.
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data
Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menyajikan bukti-bukti
yang mendukung kebenaran temuan lapangan secara empiris. Proses
validasi ini dilakukan melalui teknik triangulasi pengumpulan data, yang
menguji kredibilitas data dengan mengintegrasikan informasi dari
beragam sumber, seperti wawancara mendalam, dan observasi langsung di
lapangan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat diverifikasi
secara menyeluruh, sehingga kebenarannya teruji dan keabsahannya
terjamin, khususnya dalam menganalisis ketidak sesuaian dengan
pereferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif di
doloksanggul ditinjau dari hukum tata Negara.
G. Teknik pengelolaan analisis data
Data iyang diperoleh dianalisis secara kualitatif, melalui tahapan
sebagai berikut:
H. Reduksi data
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi
dipilih, Dikategorikan, serta di fokuskan pada informasi yang relevan
dengan dampak nepotisme agama terhadap hak pilih dalam pemilihan
umum di doloksanggul. Reduksi ini membantu peneliti menyaring data

yang penting sehingga lebih muda di analisis.
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I. Penyajian data
Penyajian data merupakan bagian penting dalam proses penelitian
yang berperan untuk menampilkan hasil temuan lapangan secara
terstruktur dan runtut, sehingga membantu peneliti dalam melakukan
proses analisis serta menarik kesimpulan secara tepat. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui  metode wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang melibatkan berbagai informan, seperti tokoh agama,
tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, serta para pemilih di wilayah
Kecamatan Doloksanggul.
J. penarikan kesimpulan dan verifikasi Dari data Yang di tampilkan
peneliti menarik kesimpulan sementara, lalu memverifikasinya
dengan membandingkan berbagai sumber data (tringaulasi). Kesimpulan

akhir diperoleh setelah data konsisten dan sesuai fokus penelitian.?

*® Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaiia, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A
Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian
1.Sejarah Kecamatan Doloksanggul

Kecamatan Doloksanggul merupakan ibu kota Kabupaten
Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum
terbentuknya  Kabupaten  Humbang  Hasundutan,  wilayah
Doloksanggul merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara.
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
tentang  Pembentukan  Kabupaten = Humbang  Hasundutan,
Doloksanggul ditetapkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang
baru terbentuk tersebut.?’

Nama Doloksanggul berasal dari bahasa Batak, yaitu dolok yang
berarti bukit dan sanggul yang berarti konde atau ikatan rambut
perempuan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama
tersebut berasal dari peristiwa hilangnya sanggul seorang perempuan
di sebuah bukit yang kemudian menjadi asal-usul penamaan daerah
tersebut®®

Sebagai ibu kota kabupaten, Doloksanggul berkembang menjadi
pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan

masyarakat. Penduduknya mayoritas berasal dari suku Batak Toba

*” Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

® Lamtagon Aryanto Sigalingging, “Sejarah Doloksanggul dan Perkembangannya
Sebagai Ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2003-2010,” Jurnal Perspektif, Vol. 8,
No. 2, 2019, him. 46.
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dengan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai adat dan
agama. Masyarakat Doloksanggul terdiri dari berbagai pemeluk
agama, seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Islam yang hidup
berdampingan secara harmonis.”® Keberagaman agama tersebut
menjadikan Doloksanggul sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti
preferensi keagamaan dalam penggunaan hak pilih anggota legislatif
ditinjau dari perspektif hukum tata Negara.
2. Kondisi Geografis Doloksanggul

Kecamatan Doloksanggul merupakan ibu kota dari Kabupaten
Humbang Hasundutan yang berada di Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis, wilayah ini terletak di kawasan dataran tinggi
pegunungan Bukit Barisan yang memiliki topografi berupa perbukitan
dan lembah dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.200-1.400 meter di
atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menyebabkan
wilayah Doloksanggul memiliki suhu udara yang relatif sejuk
dibandingkan dengan wilayah dataran rendah di Sumatera Utara.*

Secara administratif, Kecamatan Doloksanggul terdiri dari
beberapa desa dan kelurahan yang menjadi pusat aktivitas
pemerintahan, ekonomi, serta sosial masyarakat di Kabupaten
Humbang Hasundutan. Wilayah ini memiliki batas-batas administratif

dengan beberapa kecamatan lain yang berada dalam satu kabupaten,

*® Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul
Dalam Angka 2024, Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024, him. 12.

%0 Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang
Hasundutan Dalam Angka, (Doloksanggul: BPS Humbang Hasundutan, 2023), him. 5.
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sehingga menjadikan Doloksanggul sebagai wilayah yang strategis
dalam menghubungkan berbagai daerah di sekitarnya. Selain itu,
Doloksanggul juga berada tidak terlalu jauh dari kawasan Danau
Toba yang merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata
nasional di Sumatera Utara.**

Kondisi geografis Doloksanggul yang didominasi oleh dataran
tinggi dan lahan pertanian membuat sebagian besar masyarakatnya
menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.
Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, jagung, kopi, serta
berbagai jenis tanaman hortikultura. Aktivitas ekonomi masyarakat
yang sebagian besar berbasis pada sektor agraris juga mempengaruhi
pola kehidupan sosial masyarakat yang masih memiliki hubungan
kekeluargaan dan komunitas yang kuat.*?

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, kondisi geografis dan pola
pemukiman masyarakat di Doloksanggul turut mempengaruhi
dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat. Kedekatan antar
komunitas dalam satu wilayah serta kuatnya hubungan sosial berbasis
kekerabatan dan agama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi
preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan politik, termasuk
dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan anggota legislatif. Oleh

karena itu, pemahaman terhadap kondisi geografis Doloksanggul

3! pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Profil Kabupaten Humbang Hasundutan,
(Doloksanggul: Pemkab Humbang Hasundutan, 2022), him. 12

%2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul
Dalam Angka, (Doloksanggul: BPS Humbang Hasundutan, 2023), him. 18.



32

menjadi penting dalam menganalisis bagaimana faktor sosial dan
keagamaan dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dari
perspektif hukum tata Negara.
3. Gambaran Pelaksanaan Umum Di Doloksanggul

Pemilihan umum didoloksanggul dilaksanakan sebagai sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip langsung, umum
bebas, rahasia, jujur, dan adil ( LUBER Dan JURDIL). Pelaksanaan
pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan Umum (KPU) Dan
Diawasi Oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).*®

Masyarakat Kecamatan Doloksanggul menunjukkan partisipasi
yang cukup tinggi dalam setiap pelaksanaan pemilu, termasuk
pemilihan anggota legislatif. Dalam menggunakan hak pilihnya,
masyarakat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti program
kerja, rekam jejak, kemampuan calon, hubungan sosial, dan faktor
keagamaan.®*

Secara umum, pelaksanaan pemilu di Kecamatan Doloksanggul
berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis. Tingginya
partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesadaran politik yang

baik dalam menggunakan hak pilih sebagai warga Negara.®

** Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 22E.
% Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010, him. 186.
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang

Hasundutan Dalam Angka 2024, Doloksanggul: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2024,

him. 35.
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4. Tabel Profil Informan Masyarakat Umum

NO Tahun Lahir Kategori Umum Jumlah
1 1997- 2009 Generasi Z 10
2 1981- 1996 Generasi milenial 10
3 1965 Oang tua 10

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat Dari 30
responden yang diwawancarai sebanyak 10 responden Generasi Z
yang lahir tahun 1997 — 2009 yang telah memenuhi syarat sebagai
pemilih, bahwa mayoritas, memilih calon anggota legislatif namun
faktor keagamaan bukanlah satu satunya pertimbangan yang
digunakan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka
lebih mengutamakan integritas, kejujuran, kemampuan, pendidikan
dan program kerja.Generasi Z cenderung memiliki pandangan yang
lebih terbuka terhadap perbedaan agama dan menilai bahwa
seseorang calon legislatif harus mampu mewakili seluruh
masyrakat tanpa membedakan latar belakang agama tertentu.
Preferensi keagaman tetap memiliki pengaruh dalam penggunaan
hak pilih Generasi Z, tetapi pengaruh tersebut tidak dominan
dibandingkan Faktor kompetensi dan kualitas pribadi Calon.*

Responden Generasi Milenial yang lahir antara tahun 1981-
1996, diperoleh temuan bahwa faktor ekonomi menjadi
pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan faktor keagamaan

dalam menentukan pilihan terhadap calon anggota legislatif.

% Wawancara dengan Informan Masyarakat Doloksanggul
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Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka lebih
memperhatikan ~ kemampuan calon dalam  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan,
memperjuangkan pembangunan daerah, serta memberikan solusi
terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Nilai-
nilai keagamaan tetap dianggap penting sebagai landasan moral
seorang calon, namun bukan menjadi faktor utama dalam
penggunaan hak pilih. Responden cenderung memilih calon yang
dinilai memiliki program kerja yang nyata dan dapat memberikan
dampak positif bagi kondisi ekonomi masyarakat. Temuan ini
menunjukkan bahwa Generasi Milenial lebih menitikberatkan
pilihan politik pada aspek kesejahteraan dan manfaat yang dapat
dirasakan masyarakat dibandingkan kesamaan latar belakang
agama calon legislatif.*’

Kelompok orang tua atau lansia yang lahir dari tahun 1980
bahwa faktor keagamaan memiliki pengaruh yang lebih kuat
dibandingkan kelompok generasi lainnya. Mayoritas responden
menyatakan bahwa agama merupakan aspek penting yang harus
dimiliki oleh seorang calon anggota legislatif karena dianggap
berkaitan dengan moralitas, kejujuran, tanggung jawab, dan
kepedulian terhadap masyarakat. Kesamaan latar belakang agama

juga dinilai dapat menciptakan rasa kedekatan antara pemilih dan

*” Wawancara Dengan masyarakat Doloksanggul 10 Mei 2026
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calon legislatif. Namun demikian, sebagian responden tetap
menegaskan bahwa kemampuan calon dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat, rekam jejak, serta keterlibatan dalam kegiatan
sosial juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu,
meskipun preferensi keagamaan cukup dominan pada kelompok
orang tua, faktor kompetensi dan kepedulian sosial tetap dianggap
penting dalam menentukan pilihan politik.

4. Tabel Faktor Pertimbang Pemilih

No Faktor Pertimbangan
1 Program Kerja 8
2 Duit 7
3 Kesamaan Agama 7
4 Tingkat Pendidikan 5

B. Hasil Penelitian Mengenai Preferensi Keagamaan Dalam
Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif Di Doloksanggul

1. Pemahaman masyarakat tentang hak pilih dalam pemilu legislatif
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada
informan, diketahui bahwa masyarakat kecamatan Doloksangul
pada umunya memahami bahwa hak pilih merupakan hak
konstitusional yang dimiliki setiap warga Negara yang telah
memenuhi syarat untuk memilih. Sebagian besar informan
menyatakan bahwa penggunaann hak pilih merupakan bentuk
partisipasi masyarakat dalam menentukan wakil rakyat yang akan

memperjuangakan  aspirasi mereka dilembaga legislatif.

% Wawancara Dengan Masyarakat Doloksanggul 10 Mei 2026
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Masyarakat juga memahami bahwa pemilihan anggota legislatif.
Merupakan sarana demokrasi yang memberikan kesempatan
kepada rakyat untuk menentukan calon yang dianggap mampu
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih
tergolong cukup baik, yang terlihat dari tingginya partisipasi
masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu.*

Tingginya tingkat partisipasi tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai
pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi.
Masyarakat menyadari bahwa suara yang diberikan dalam
pemilihan umum memiliki peran penting dalam menentukan arah
kebijakan pemerintahan serta kualitas representasi rakyat di
lembaga legislatif. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk
tidak bersikap apatis terhadap proses politik dan tetap
menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai
warga negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan hak pilih
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut

** Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015,

him. 367.
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menegaskan bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam
menentukan jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi,
salah satunya melalui pemilihan umum. Dengan menggunakan hak
pilih, masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam proses
pembentukan lembaga perwakilan yang akan menjalankan fungsi
legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat dalam
menggunakan hak pilih juga mencerminkan keberhasilan proses
pendidikan politik yang berlangsung di tengah masyarakat.
Informasi mengenai pentingnya pemilu yang diperoleh melalui
media massa, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, tokoh
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan telah membantu
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan
kewajiban politiknya. Pendidikan politik tersebut berperan penting
dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak-hak
konstitusionalnya serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam
kehidupan demokrasi.

Dengan  kesadaran  kesadaran  masyarakat  dalam
menggunakan hak pilih juga mencerminkan berkembangnya
budaya demokrasi yang semakin baik di Kecamatan Doloksanggul.
Masyarakat pada umumnya memahami bahwa setiap suara
memiliki nilai yang sama dan berkontribusi terhadap hasil

pemilihan umum. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat
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untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan
maupun paksaan dari pihak lain, sesuai dengan prinsip pemilu yang
demokratis.
Pengaruh Kesamaan Agama terhadap Pilihan Politik
Masyarakat

kesamaan agama masih memberikan pengaruh terhadap pilihan
politik sebagian masyarakat Kecamatan Doloksanggul dalam
pemilihan anggota legislatif. Bagi sebagian informan, kesamaan
agama dianggap mampu menciptakan kedekatan emosional antara
pemilih dengan calon legislatif. Kedekatan tersebut muncul karena
adanya kesamaan nilai-nilai keagamaan, pemahaman moral, serta
interaksi yang sering terjadi dalam lingkungan keagamaan yang
sama. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa lebih
mengenal dan lebih percaya kepada calon yang memiliki agama
yang sama dengan dirinya.

Selain itu, kesamaan agama juga dianggap sebagai salah satu
indikator yang dapat mencerminkan karakter dan kepribadian calon
legislatif. Sebagian informan berpendapat bahwa seseorang yang
aktif dalam kegiatan keagamaan cenderung memiliki sikap yang
lebih jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap
masyarakat. Oleh karena itu, faktor agama terkadang menjadi

pertimbangan awal bagi masyarakat dalam mengenal dan menilai
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seorang calon anggota legislatif. Namun, penilaian tersebut tidak
serta-merta menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat
Doloksanggul telah memiliki pola pikir yang lebih rasional dalam
menentukan pilihan politik. Meskipun terdapat kecenderungan
untuk memberikan perhatian lebih kepada calon yang memiliki
agama yang sama, masyarakat tetap mempertimbangkan berbagai
aspek lain yang dianggap lebih penting. Faktor-faktor seperti
kemampuan calon dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,
pengalaman organisasi, rekam jejak, tingkat pendidikan, integritas,
serta program kerja yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama
sebelum menentukan pilihan.

Beberapa informan menyatakan bahwa kesamaan agama tidak
akan menjadi alasan untuk memilih calon yang dinilai tidak
memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai. Sebaliknya,
apabila terdapat calon dari agama yang berbeda tetapi memiliki
kualitas, pengalaman, dan komitmen yang lebih baik dalam
memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka calon tersebut
tetap layak untuk dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
Doloksanggul tidak sepenuhnya mendasarkan pilihan politiknya
pada identitas keagamaan, melainkan juga mempertimbangkan

aspek kompetensi dan kualitas kepemimpinan calon.
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Temuan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku politik
masyarakat yang sebelumnya cenderung dipengaruhi oleh faktor
identitas menuju pola perilaku memilih yang lebih rasional. Dalam
teori perilaku memilih, kondisi ini dikenal sebagai pendekatan
rasional (rational choice approach), vyaitu ketika pemilih
menentukan  pilihan  berdasarkan  pertimbangan = manfaat,
kemampuan, dan kinerja calon yang dinilai dapat memberikan
dampak positif bagi masyarakat.> Dengan demikian, agama tetap
memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik,
tetapi pengaruh tersebut tidak bersifat dominan dan tidak menjadi
satu-satunya faktor yang menentukan pilihan masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, penggunaan faktor agama
sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih calon legislatif
merupakan bagian dari kebebasan politik warga negara yang
dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki hak untuk
menentukan pilihannya berdasarkan keyakinan dan
pertimbangannya masing-masing. Namun, prinsip demokrasi yang
dianut Indonesia juga menekankan pentingnya persamaan hak dan
kesempatan bagi setiap warga negara tanpa membedakan agama,
suku, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, preferensi
keagamaan dalam memilih calon legislatif tidak boleh mengarah
pada tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip

demokrasi dan negara hukum.
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
kesamaan agama masih memberikan pengaruh terhadap pilihan
politik masyarakat Kecamatan Doloksanggul, terutama dalam
membangun kedekatan emosional dan rasa kepercayaan terhadap
calon legislatif. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak bersifat
mutlak karena masyarakat lebih mengutamakan kualitas, integritas,
dan kemampuan calon dalam menjalankan tugas sebagai wakil
rakyat. Dengan demikian, preferensi keagamaan hanya menjadi
salah satu faktor pendukung dalam penggunaan hak pilih dan
bukan faktor utama yang menentukan pilihan politik masyarakat.*°

b). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keagamaan Dalam Pemilu

Preferensi keagamaan dalam pemilihan anggota legislatif
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam
kehidupan sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkaitan
dengan peran agama dalam kehidupan sehari-hari serta hubungan
sosial yang terbentuk di tengah masyarakat. Dalam sistem
demokrasi Indonesia, setiap warga negara memiliki kebebasan
untuk menentukan pilihan politiknya sebagai bagian dari hak
politik yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

0 Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Doloksanggul 10 Mei 2026
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bahwa setiap orang berhatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.*

Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya preferensi
keagamaan dalam pemilu adalah pengaruh tokoh agama. Tokoh
agama memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan
masyarakat karena sering dipandang sebagai figur yang dihormati
dan dijadikan panutan dalam aspek spiritual maupun sosial. Oleh
karena itu, pandangan, nasihat, atau arahan yang disampaikan oleh
tokoh agama dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang
calon legislatif dan dalam beberapa situasi dapat mempengaruhi
pilihan politik masyarakat dalam pemilihan umum.*?

Faktor lainnya adalah identitas keagamaan masyarakat.
Dalam masyarakat yang religius, agama tidak hanya berfungsi
sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi bagian dari
identitas sosial yang membentuk rasa kedekatan di antara individu
yang memiliki keyakinan yang sama. Kondisi ini dapat mendorong
masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon legislatif
yang memiliki latar belakang agama yang serupa. Meskipun
demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setiap warga

negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan

*! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
*2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2013), him. 372.
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pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945.%

Selain itu, kampanye politik yang menggunakan
pendekatan keagamaan juga dapat mempengaruhi preferensi
pemilih. Dalam praktiknya, beberapa calon legislatif atau tim
kampanye memanfaatkan kegiatan keagamaan maupun simbol-
simbol agama untuk menarik simpati masyarakat. Namun
demikian, pelaksanaan kampanye harus tetap mengikuti ketentuan
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa
kampanye pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak
menimbulkan konflik di masyarakat.**

Faktor berikutnya adalah solidaritas kelompok keagamaan.
Solidaritas ini muncul karena adanya rasa kebersamaan dan
kepentingan yang sama di antara anggota kelompok agama
tertentu. Dalam konteks pemilu, solidaritas tersebut dapat
mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon
legislatif yang dianggap dapat mewakili kepentingan kelompok
keagamaan mereka. Namun demikian, setiap warga negara tetap

memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai

*¥ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
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dengan hati nurani sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan
rakyat dalam sistem demokrasi.*

2. Analisis Preferensi Keagamaan Dalam Pengunaan Hak Pilih
Anggota Legislatif Di Doloksanggul

a). Agama Sebagai Faktor Pertimbangan Politik

Agama merupakan salah satu faktor yang memiliki
pengaruh dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia, termasuk
masyarakat Kecamatan Doloksanggul. Sebagai masyarakat yang
religius, nilai-nilai keagamaan sering kali menjadi bagian dari
pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Berdasarkan hasil
penelitian, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih
mempertimbangkan faktor agama ketika memilih calon anggota
legislatif. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa calon
yang memiliki latar belakang agama yang baik akan lebih mampu
menjalankan amanah, memiliki integritas, serta bertanggung jawab
terhadap tugas yang diemban.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Doloksanggul,
agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga
menjadi  identitas sosial yang memengaruhi  hubungan
antarindividu dalam masyarakat. Kesamaan agama antara pemilih
dan calon legislatif sering kali menciptakan rasa kedekatan
emosional yang dapat memengaruhi pilihan politik seseorang.

Masyarakat cenderung merasa lebih mengenal dan lebih percaya

** Ramlan Surbakti, Memahami llmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), him. 179.
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kepada calon yang berasal dari lingkungan keagamaan yang sama
karena dianggap memiliki nilai dan pandangan hidup yang sejalan

agama bukan merupakan faktor utama yang menentukan
pilihan politik masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan
bahwa agama hanya menjadi salah satu pertimbangan tambahan
dalam menentukan pilihan. Faktor-faktor lain seperti program
kerja, rekam jejak, kemampuan, dan integritas calon justru lebih
dominan dalam memengaruhi keputusan politik masyarakat. Hal
ini  menunjukkan bahwa masyarakat Doloksanggul mulai
mengedepankan pola pikir yang lebih rasional dalam menentukan
pilihan politiknya.

Menurut Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet, agama
merupakan salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi
perilaku memilih seseorang. Namun, perkembangan pendidikan
dan akses informasi mendorong masyarakat menjadi pemilih yang
lebih rasional sehingga pertimbangan terhadap kualitas, program
kerja, dan kemampuan calon sering kali lebih dominan
dibandingkan identitas keagamaan semata.*

b). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Tokoh Agama terhadap
perilaku pemilih

Lingkungan sosial memiliki peran yang cukup penting

dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Dalam kehidupan

*® paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, The People's Choice: How the
Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, New York: Columbia University Press,
1944, him. 27.
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bermasyarakat, seseorang tidak terlepas dari pengaruh keluarga,
kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh-tokoh
yang dihormati dalam lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil
penelitian, ditemukan bahwa lingkungan sosial turut memengaruhi
penggunaan hak pilih masyarakat di Kecamatan Doloksanggul

Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat yang
memiliki peran penting dalam membentuk preferensi politik
seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian informan
mengungkapkan bahwa mereka sering melakukan diskusi dengan
anggota keluarga mengenai calon anggota legislatif yang akan
dipilih. Pendapat yang disampaikan oleh orang tua, saudara,
maupun kerabat dekat sering kali menjadi salah satu bahan
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain
itu, kuatnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak turut
memengaruhi orientasi politik masyarakat dalam menentukan
pilihan pada pemilihan umum.

Di samping pengaruh keluarga, tokoh agama juga memiliki
peran dalam membentuk pandangan politik masyarakat. Tokoh
agama dipandang sebagai figur yang memiliki pemahaman moral
dan keagamaan yang baik sehingga pandangan dan nasihat yang
diberikan sering mendapat perhatian dari masyarakat. Meskipun
demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tokoh

agama dalam menentukan pilihan politik masyarakat Doloksanggul
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tidak bersifat dominan. Masyarakat cenderung menjadikan
pandangan tokoh agama sebagai referensi atau bahan pertimbangan
dalam menentukan pilihan, bukan sebagai arahan yang harus
diikuti secara mutlak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
Doloksanggul memiliki tingkat kemandirian politik yang cukup
baik. Walaupun memperoleh masukan dan pertimbangan dari
keluarga maupun tokoh agama, keputusan akhir dalam menentukan
pilihan politik tetap berada pada masing-masing individu. Kondisi
ini mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi yang menjamin
kebebasan setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya
berdasarkan hati nurani, keyakinan, dan pertimbangan pribadi
tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Dalam masyarakat Kecamatan Doloksanggul yang
memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang cukup erat, proses
pertukaran informasi politik berlangsung secara intensif. Diskusi
mengenai pemilihan umum tidak hanya terjadi dalam forum resmi,
tetapi juga dalam percakapan sehari-hari di lingkungan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial berperan
sebagai sarana pendidikan politik yang membantu masyarakat
memahami pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Melalui
interaksi sosial tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi

yang lebih luas sebelum menentukan pilihan politiknya.
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Dari perspektif hukum tata negara, pengaruh lingkungan
sosial dalam penggunaan hak pilih merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Demokrasi pada
dasarnya memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk
bertukar pendapat, menyampaikan pandangan politik, dan
memberikan pertimbangan kepada orang lain sepanjang dilakukan
tanpa paksaan dan tidak melanggar hukum. Kebebasan
berpendapat dan kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi
menjadi landasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses politik melalui berbagai bentuk interaksi sosial.

Meskipun demikian, hukum tata negara juga menegaskan
bahwa penggunaan hak pilih harus tetap didasarkan pada
kebebasan individu. Pengaruh yang berasal dari keluarga, tokoh
agama, maupun kelompok sosial tidak boleh berubah menjadi
tekanan yang membatasi kebebasan seseorang dalam menentukan
pilihannya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima
maupun menolak berbagai pandangan politik yang berkembang di
lingkungannya sesuai dengan keyakinan dan pertimbangannya
masing-masing. Dengan demikian, kebebasan memilih tetap

menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pemilihan umum.
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3. Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Preferensi Keagamaan
Dalam Penggunaan Hak Pilih Anggota Legislatif
a). Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional

Hak pilih merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki
oleh setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui mekanisme pemilihan umum.
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, hak pilih menjadi
sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya dalam
lembaga perwakilan rakyat maupun pemimpin pemerintahan.
Melalui penggunaan hak pilih, warga negara dapat berpartisipasi
secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, hak
pilih tidak hanya dipandang sebagai hak politik semata, tetapi juga
sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem
demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak memilih dan
dipilih dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara
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memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara
untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa membedakan
agama, suku, ras, jenis kelamin, maupun status sosial.

Hak pilih juga merupakan bagian dari hak asasi manusia
yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam
pelaksanaannya, negara berkewajiban menciptakan sistem
pemilihan umum yang demokratis sehingga setiap warga negara
dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur, dan adil.
Jaminan terhadap hak pilih sangat penting karena pemilihan umum
merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi
politik serta menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui pemilu, rakyat dapat memberikan mandat kepada wakil-
wakilnya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan
penganggaran dalam lembaga legislatif.

penggunaan hak pilih oleh masyarakat Kecamatan
Doloksanggul pada pemilihan anggota legislatif merupakan
perwujudan dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan politik sesuai dengan keyakinan dan
pertimbangannya masing-masing, baik berdasarkan faktor agama,
program Kkerja, rekam jejak, integritas, maupun kapasitas calon

legislatif. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak politik
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warga negara yang harus dihormati dan dilindungi serta tidak boleh
dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun.*’

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kecamatan
Doloksanggul umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik
mengenai pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilihan
umum. Masyarakat menyadari bahwa suara yang mereka berikan
memiliki pengaruh terhadap terpilihnya wakil rakyat yang akan
menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh
sebab itu, mayoritas informan memandang penggunaan hak pilih
sebagai bentuk tanggung jawab warga negara sekaligus wujud
partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan
daerah. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak
hanya memandang hak pilih sebagai hak yang dimiliki, tetapi juga
sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, representatif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum tata negara, hak pilih
memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem demokrasi
karena menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum menunjukkan adanya keterlibatan warga negara

dalam proses politik dan memberikan legitimasi yang kuat

* Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, him. 324.
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terhadap pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, negara
berkewajiban menjamin pelaksanaan hak pilih secara bebas, jujur,
dan adil, serta melindungi warga negara dari segala bentuk
tekanan, intimidasi, maupun diskriminasi dalam menggunakan hak
politiknya. Dengan demikian, hak pilih sebagai hak konstitusional
warga negara menjadi landasan penting dalam mewujudkan negara
demokrasi yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip
kedaulatan rakyat.
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme penting
dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar
penyelenggaraan negara di Indonesia. Dalam sistem demokrasi,
rakyat menempati posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
sehingga memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan
melalui partisipasi politik dalam pemilihan umum. Kedaulatan
rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara bersumber
dari rakyat dan digunakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat.
Oleh sebab itu, setiap warga negara diberikan kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu yang
diselenggarakan secara demokratis*®

Pengaturan mengenai prinsip kedaulatan rakyat dapat

ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

him. 58.

*8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015,
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber utama
kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam
praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui
sistem demokrasi perwakilan, yaitu dengan memilih wakil-wakil
rakyat dan pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum memiliki peranan yang sangat strategis
karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi
politik serta menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan
fungsi pemerintahan dan perwakilan rakyat. Selain sebagai media
partisipasi politik, pemilu juga berfungsi untuk memberikan
legitimasi kepada lembaga-lembaga negara dan pejabat publik
yang terpilih. Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk
melalui pemilu memperoleh dasar legitimasi yang kuat karena
berasal dari kehendak rakya

Dalam penelitian ini, penggunaan hak pilih oleh masyarakat
Kecamatan Doloksanggul dalam pemilihan anggota legislatif
merupakan bentuk implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat.
Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih calon legislatif
yang dianggap mampu mewakili aspirasi serta memperjuangkan

kepentingan masyarakat di lembaga perwakilan rakyat. Kebebasan



54

tersebut merupakan wujud pengakuan terhadap hak politik warga
negara dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, setiap keputusan
politik yang diambil masyarakat, termasuk yang didasarkan pada
pertimbangan keagamaan, merupakan bagian dari pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat
Doloksanggul tidak hanya mempertimbangkan faktor agama dalam
menentukan pilihan politik, tetapi juga memperhatikan aspek lain
seperti program Kerja, integritas, rekam jejak, pengalaman, dan
kompetensi calon legislatif. Mayoritas informan menyatakan
bahwa kualitas calon menjadi pertimbangan utama dalam
menentukan pilihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
telah menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan
mempertimbangkan kemampuan calon dalam memperjuangkan
kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, prinsip kedaulatan
rakyat menuntut adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara
dalam proses politik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama
untuk memilih dan dipilih tanpa adanya perlakuan diskriminatif
berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan tertentu. Selain
itu, setiap suara yang diberikan dalam pemilu memiliki nilai yang
setara sebagai bentuk perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena

itu, negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pemilihan
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umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil guna memastikan terlaksananya prinsip kedaulatan

rakyat secara optimal.

c. Prinsip Non Diskriminasi Dalam Hak Politik Warga Negara

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, setiap
warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan
politik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip non-
diskriminasi merupakan salah satu prinsip penting dalam
perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan hak
politik warga negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga
negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik
tanpa dibedakan berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin,
ataupun latar belakang sosial lainnya.*®

Dalam sistem Kketatanegaraan Indonesia, prinsip non-
diskriminasi tercermin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang
sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban
untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa adanya
pengecualian. Ketentuan ini  menunjukkan bahwa negara

memberikan jaminan terhadap kesetaraan hak seluruh warga

* Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014,

him. 343.
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negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang
politik.*

Selain itu, jaminan mengenai persamaan hak politik juga
ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan
bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut memberikan
jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki hak
yang setara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang
dipilih dalam pemilihan umum.**

Dalam praktik demokrasi, penerapan prinsip non-
diskriminasi juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan
umum yang harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penerapan asas-asas tersebut
bertujuan untuk menjamin agar setiap warga negara dapat
menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa adanya tekanan,
paksaan, ataupun perlakuan diskriminatif dari pihak manapun.
Oleh karena itu, hak politik warga negara perlu dilindungi dan
dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip

kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

%0 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 27 ayat (1).

5! Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28D ayat (3).
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Prinsip non-diskriminasi juga memiliki hubungan yang erat
dengan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi
karakteristik bangsa Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas
berbagai agama, suku, ras, budaya, dan golongan, Indonesia
menempatkan persatuan dalam keberagaman sebagai salah satu
nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,
setiap bentuk pembatasan hak politik yang didasarkan pada
perbedaan identitas tertentu bertentangan dengan semangat
konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung persamaan
hak bagi seluruh warga negara.

Dari perspektif hukum tata negara, preferensi keagamaan
merupakan hak subjektif pemilih yang tidak dapat dilarang selama
digunakan dalam koridor demokrasi dan tidak melanggar hak
orang lain. Akan tetapi, negara tetap harus menjaga agar proses
demokrasi tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik diskriminatif
yang dapat menghambat terwujudnya pemilu yang adil dan setara.
Oleh karena itu, seluruh peserta pemilu harus memperoleh
perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan
agama, suku, ras, maupun latar belakang sosial lainnya.

d). Preferensi Keagamaan Dalam Anggota Legislatif

Preferensi keagamaan merupakan salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam

menentukan pilihan pada pemilihan anggota legislatif. Dalam
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masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, agama
sering menjadi bagian dari identitas sosial yang mempengaruhi
cara berpikir, sikap, serta pengambilan keputusan individu dalam
berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik.
Kondisi ini terlihat dalam proses pemilihan anggota legislatif, di
mana pertimbangan keagamaan kerap menjadi salah satu dasar
bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Salah satu
bentuk preferensi keagamaan yang dapat ditemukan adalah
kecenderungan sebagian masyarakat untuk memilih calon anggota
legislatif yang memiliki kesamaan agama dengan mereka.
Kesamaan agama dipandang mampu menciptakan rasa kedekatan
emosional serta menumbuhkan kepercayaan bahwa calon tersebut
memiliki nilai, prinsip, dan pandangan hidup yang sejalan dengan
masyarakat pemilihnya. Dalam hal ini, agama tidak hanya
dipahami sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai identitas
sosial yang dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok.
masyarakat Di samping itu, preferensi keagamaan dalam
penggunaan hak pilih juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial
masyarakat. Lingkungan Kkeluarga, kelompok keagamaan,
organisasi masyarakat, maupun komunitas sosial tertentu dapat
membentuk pandangan politik seseorang melalui interaksi sosial
yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam kehidupan

masyarakat yang masih memiliki hubungan sosial yang kuat,



59

pandangan politik sering kali tidak hanya ditentukan oleh
pertimbangan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan
pandangan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Preferensi keagamaan tersebut pada dasarnya merupakan
bagian dari dinamika demokrasi dalam masyarakat yang majemuk.
Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki kebebasan
untuk menentukan pilihan politik berdasarkan keyakinan, nilai,
maupun pertimbangan pribadi masing-masing. Namun demikian,
penggunaan preferensi keagamaan dalam politik juga perlu disikapi
secara bijaksana agar tidak menimbulkan sikap diskriminatif,
perpecahan, maupun konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan kesadaran politik yang baik agar masyarakat
tetap mengedepankan prinsip persatuan, toleransi, dan kepentingan
umum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Selain itu, pengaruh tokoh agama juga menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi politik
masyarakat. Tokoh agama sering kali memiliki kedudukan yang
dihormati dalam masyarakat karena dianggap memiliki otoritas
moral dan spiritual. Oleh karena itu, pandangan atau arahan yang
diberikan oleh tokoh agama dalam situasi tertentu dapat

mempengaruhi sikap dan pilihan politik sebagian masyarakat,
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termasuk dalam menentukan calon anggota legislatif yang akan
dipilih.>

Bentuk preferensi keagamaan lainnya dapat dilihat dari
pertimbangan masyarakat terhadap nilai moral dan etika
keagamaan yang dimiliki oleh calon legislatif. Pemilih cenderung
memberikan dukungan kepada calon yang dinilai memiliki
kepribadian yang baik, jujur, dan mencerminkan nilai-nilai moral
yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa
agama tidak hanya mempengaruhi pilihan politik melalui kesamaan
identitas, tetapi juga melalui penilaian terhadap karakter dan
integritas calon yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai keagamaan
yang dianut oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, preferensi keagamaan tidak selalu
menjadi  faktor utama dalam menentukan pilihan politik
masyarakat. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan akses
informasi, banyak pemilih yang mulai mempertimbangkan faktor-
faktor lain yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan
masyarakat, seperti kemampuan calon dalam menjalankan tugas
legislatif, rekam jejak pengabdian kepada masyarakat, tingkat
pendidikan, pengalaman organisasi, serta program kerja yang
ditawarkan. Dengan demikian, preferensi keagamaan sering kali

berfungsi sebagai faktor pendukung yang melengkapi berbagai

52 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), him. 203.
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pertimbangan rasional lainnya dalam proses pengambilan
keputusan politik.

Dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia juga
menegaskan pentingnya menjaga prinsip persamaan kedudukan
warga negara dalam kehidupan politik. Setiap calon anggota
legislatif memiliki hak yang sama untuk dipilih tanpa membedakan
agama, suku, ras, maupun latar belakang sosial lainnya. Prinsip ini
sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menempatkan seluruh
warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum dan
pemerintahan. Dengan demikian, preferensi keagamaan tidak boleh
berkembang menjadi tindakan eksklusif yang mengabaikan
kompetensi dan kapasitas calon hanya karena perbedaan identitas

keagamaan.



BAB V
Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai preferensi
keagamaan dalan penggunaan hak pilih anggota legislatif di
doloksanggul ditinjau dari hukum tata Negara,Hasil penelitian
menunjukkan bahwa preferensi keagamaan menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilihan
anggota legislatif di Doloksanggul. Sebagian masyarakat cenderung
memilih calon legislatif yang memiliki kesamaan agama karena dianggap
lebih menumbuhkan rasa kedekatan, kepercayaan, dan kesamaan nilai.
Namun demikian, preferensi keagamaan bukanlah satu-satunya faktor
yang menentukan pilihan, karena  sebagian  pemilih  juga
mempertimbangkan faktor lain seperti integritas, pengalaman, serta
kemampuan calon dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan preferensi
keagamaan dalam menentukan pilihan politik merupakan bagian dari
kebebasan warga negara dalam menggunakan hak pilih yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun
demikian, penggunaan preferensi tersebut harus tetap berada dalam
kerangka prinsip demokrasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap

keberagamaan agar pelaksanaan pemilihan
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umum dapat berlangsung secara jujur, adil, dan mencerminkan

kedaulatan rakyat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. kepada masyarakat sebagai pemilih diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran politik dalam menentukan pilihan
pada pemilihan umum. Masyarakat sebaiknya tidak hanya
mempertimbangkan kesamaan agama dengan calon legislatif,
tetapi juga memperhatikan integritas, kemampuan, rekam
jejak, serta program kerja calon sehingga pilihan yang diambil
dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara
luas.

2. kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan
Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum diharapkan
dapat terus meningkatkan pendidikan politik kepada
masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya pemilu yang
demokratis perlu dilakukan secara berkelanjutan agar
masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijaksana
dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat
identitas, termasuk isu keagamaan.

3. kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta partai politik

diharapkan dapat menjaga netralitas dan menciptakan suasana
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politik yang sehat. Tokoh agama diharapkan berperan sebagai
pemersatu masyarakat, sementara partai politik dan calon
legislatif perlu lebih menekankan kampanye yang berbasis
program kerja dan kepentingan masyarakat sehingga
pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan secara
demokratis, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
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